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Agensi Perempuan Pedesaan

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak
terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum
perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya.
Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya
di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan
dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian
dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun
dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas
membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya
dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya
lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus
dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut
juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan,
sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber
dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi
perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkarut dengan diskriminasi berbasis
gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar
hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi,
hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan
perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan
reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun
terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya,
kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya
dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-
kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga,
dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh
pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia
lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai
paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan kritik Simone
de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai “the second sex’, pedesaan juga
sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna
keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah
mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.
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Diana Tietjens Meyers dalam bukunya Gender in the Mirror: Cultural Imagery &
Women Agency (2002) menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan
mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi
perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun
cenderung dipandang sebagai makhluk tanpa subjektivitas, tanpa agensi.
Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum
perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subjek dengan
agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di
lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu,
dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata
kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam
kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat
di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta
kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam
pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan
yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan
perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang
berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan
merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminisme. Feminisme pun
menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan
ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara
perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis
(feminist political ecology). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam Gendered Fields:
Rural Women, Agriculture, and Environment menemukan bahwa studi-studi
atas gerakan feminisme pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis
perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih
sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan
sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan
pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan
dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme.
JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai
sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi
diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan
serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca!
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